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DI PENGAIMLAN NEGERLI KLAS T A PADANCG

{ Harry Gusman, 02940012, 64 halaman, 2007)
ABSTHAK

Kota Padang vang menempati peringkat ke-3 penvalshpenaan psiketrepika dari 10
kota besar di seluruh Indonesia merupakan hal yang patut menjadi perhatian penting
bagi kita semua. Penyalahgunaan psikotropika mengakibatkan berbagai dampak yang
negatif, terutama generasi muda. Padahal, telah ada aturan hukum, yang mengaturnya
vattu UL No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan hal inilah penulis
tertarik  meneliti tentang  penerapan UL Mo5 Tahen 1997 delam  mengatasi
penyalabgunaan psikotropika oleh hakim di Pengadilan Neger Klas 1 A Padang.
Berkenaan dengan tulisan ind, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai
berikut :1) bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika vang sering tegadi di
Pengadilan MNegeri Klas [ A Padang 20 fakor-faktor yvanz  menyebabkan
penyalahgunaan psikotropika, 3} pelaksanaan UL No3 ‘Tahun 1997 terhadap
penvalahgunaan psikotropika dan 4) perbedaan peperapan UU Ne5 Tahun 1997
terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika,

Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui beberapa permasalaban vang
dimmmuskan di atas. Untuk menemukan jawaban permasalaban tersebut, penulis
menggunakan metade pendekatan yuridis sosiologl. yaitu membandingkan antara
teort dengan praktcknya. Alat pengumpulan data vang dipakai adalah studi dokumen
dan wawancara secara terstrukive. Data inil dianalisa secara kualitatif, vaitu analisa
menarik kesimpulan berupa kalimat bukan angka.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang, maka dapat ditemukan
jawaban sebagai berikut: Bentuk-bentuk tindak pidana yang sering dilanggar adalah
pelaku sebapa pengeunag dan pengedar, dengan kata lain pelangparan terhadap Pasal
59, Pasal 60 dan 62, Fakior-takior penyebab penyalahgunaan psikotropika adalah
faktor ekonomi, pergaulan bebas dan lingkungan, Unuk pelaksanaan UL No.3 Tahun
1997 telah berjalan sesuat prosedur bukum acara yang ada, hakim berusaha
menciptakan rasa keadilan dalam masyarakal, Tenis pidana yang berbeda memang
bisa diputus oleh hakim, karena faktor vundis dan faktor non vuridis, dimana hal ind
ditemukan pada pertimbangan hakim yang memberatkan dan yang meringankan
terdakwa,



BAB I

PENDAHULUAN

A, Latar belakang Masalah

Salah saty tjuan pembangunan  nasional  adalah erciptanya  suasana
kehidupan yang aman, tentram, dan tertib, Oleh karena itn perlu dilakukan upaya
secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat,
termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan Keschatan,
dalam hal ini ketersediaan dan pencegaban penvalahpunaan obatl serla pemberantasan
peredaran gelap.

Dengan memberikan pelayanan keschatan, pemerintah menjamin kelersediaan
obat-obatan dan khusus bagi psikotropika divpavakan penpawasan dan kontrol
peredaran serfa penggupasnnya, Melalwi Undane-undang Nomor 3 tahun 1997
diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan  psikotropika dan pemberantasan
peredaran gelap psikotropika lebih efektf dibanding undanp-undang sebelumnya,
Modus operandi peredaran psikotrepika telah mengalami cara-cara vang lebib rap
sehingga sulit dideteksi oleh perupgas dan masyarakat. Sejak Tahun 2002 jumlah
tersangka dan jumlah barang bukti semakin meningkat baik vang dilakukan oleh
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Penvalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan
apabila pengpenaannyys  dak dibawab pengawasan dan petusnjuk tenaga keschatan
vang mempunyai keablian dan kewepangan untuk it Hal ini tidak saja mergikan
bagi penyalahguna, etapi juga berdampak sosial, ckonomi. dan keamanan nasional,
sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara,

Penyvalahgunaan  psikotropika  mendorong adanya  peredaran pelap.
psikotropika yanyg dapal menyebabkan meningkatkan penyalabgunans vang makin
meluas dan berdimensi internasional. (deh karena itu diperlukan upava pencepgahan
dan  pemanggulangan penyalahgunasn  psikotropika dan upava  pemberantasan
peredaran gelap. Disamping itu, upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika
1erlebib dalam komunikasi informasi dan transportasi sckarang ini sangat diperlukan.

Dewasa ini perkembangan penyalabgunaan psikotropika tclah meresahkan
masyarakat. Dalam data yang terdapat dalam media massa, banyak korban vang
perjatuhan akibal kecanduan psikotropika, fronisnya, vang menjadi korban mayoritas
adalah kalangan remaja dan pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Hal
im1 menyebabkan posisi Indonesia berubah dari posisi sebagai daerah transit menjadi
dzerah konsumen, preduksi dan pengekspor. Berdasarkan keadaan i atas, dunia
mtemasional telah mengambil langkab-langkah untuk mengawasi psikotropika
v alen:

1o Cosvention on Psychotropic Sebstances 1971 (Konvens! Psikotropika Tahun

1971



fard

2. Convention Agatnse flicit Traffic in Narcotic Drugs and  Psvehorropic
Sufstances TURE (Ronvenst Pemberantasan Peredaran pelap Narkotika dan
Psikotropika).

Konvensl inl membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan
meratifikasinya  untuk melakukan  kegasama  dalam penanggulangan dan
pemberantasan  peredaran pelap psikotropika, batk  secara bilateral  maupun
multilateral. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang No5 Tehun 1997 tentang
Psikotropika diundangkan dalam Lembaran MNegara Rl Tahun 1997 Namore 10 dan
Tambahan Lembaran Negara R Nomor 3671 mulal berlaku pada tanpgal 11 Maret
1597,

Sebelum keluarnya undang-undang ini, telah banyak kasus yang menyangkut
psikotropika yang berupa peredaran dan penyalahpunaan ekstasi dan sabu-sabu akan
tetapi pada waktu itu kasus tersebut lidak mudah ditangguelangi karena perangkat
undang-undangnva lemah. Selain  undang-undangnva  belum  ada,  masalah
psikotropika juga mengalami kesulitan untuk ditangani dengan UL Ko 2 Tabhun 1976
temtang Narkotika dan UL Mo 23 Tabun 1992 fentang Keschatan, karena psikotropika
tidak diatur didalam kedun undang-undang tersebut,

Dalam konsideran undang-undang tersebut antara lain  dipertimbangkan
dalam pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan
seschatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegaban penvalabpupaan obat serta
remberantasan  peredaran gelap, khusvsnya psikotropika. Dipertimbangkan pula

sahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperfukan untuk kepentingan pelayanan



keschatan dan ilmu pengetabuan, maka perfu ada jaminan akan ketersediaan tersebul.
Meh karena itu penyalabhgunaan psikotropika dapat merugiken kehidupan manusia
dan kehidupan bangsa sehingga dapat mengancam ketahanan nasional,

Adapun tujuan pengaturan dibidang psikotroptka menurat Pasal 3 Undang-
Undang Nomer 5 Tahun 1997 adalah -

1. Menjamin  ketersediaan  psikotropika guna kepentingan  pelayanan

kesehatan dan ilmu pengetahuan

2. Mencegah tenadinys penyvalahgunaan psikotropika

3. Memberantas peredaran pelap psikotropika

Mengingat semakin meluas dan besarmva bahava yang ditimbulkan akibat
penvalahgunaan maka dalam Urdang-undang Nomor 5 Tabun 1997 diaturlah
ancaman pidana yang sangat beral Dalam BAB XIV Pasal 39-72, dalam Pasal 39 ayal
{1y huruf ¢ dinyatakan : ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama
I3 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. D30.000.000,00 ( seratus lima puluh
juta rupiah ). Dan paling banyak Rp 7500.000.000,00 ( wjub rates lima puluh juta
rupiah ).

Untuk 1tu berbapai upava pencegahan dun penangpulangan bahava narkotika
maupun psikaotropika telah dilakukan oleh berbagai pihak, seperti kita ketahoi di kota
Padang-pun  hampir  disebap  sudut terdapat  spanduk-spanduk  yang  berisikan

permngatan dart bahaya “sarkoba ™ (narkotika dan obat serta baban berbahaya) dan

7 Djoko Prakoso, DRk, KefehorenNefohatan vang Merugikar daw Membahayataon
Vegara ", Bina Aksara, Jakana, 1957, Hal.AR0
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masyarakat  darnn semua lapisan disjak untuk secara bersama-saima
menpealang/mengawast setiap perak-gerik vang memmbulkan  babhava norkoba,
kKhususoya bagi mereka vang terlibat baik schagal pengedar, pengguna atau pemakai
markoba. Tetapi, semua hal ini tak membuat jera s pelaku unk menyalabgunakan
paikotropiks,

Berdusarkan hasil penelitian sementara penulis termyata dari tahun ke tabun
terjadi peningkatan jumlah kasus-kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana
psikotropika di kota Padang, Bahkan, kota Padang merupakan salah satu kota di
Sumatera Baral vang sangat rawan terhadap penvalahgunaan psikotropika selain kota
Bukittinggi dan kota Payakumbuh. Akibatoya, provinsi Sumatera Barat tahun 2006
berada pada peringkat 5 dan 10 kota besar di Indonesia dalam hal penyalahgunaan
pz-‘il-mlmpikﬂ.j

Bepitle gencamya upava pemberantasan penyalahgunaan psikotropika namun
masib saja terjadi pelanggaran. Dari pengamatan awal yang penulis lakukan di
Pengadilan MNegen Klas | A Padang, ada beberaps perkara pelanggaran Undang-
undang psikotropika vang sedang dipenksa, Dengan kenyataan kondis di atas penolis
mgin mengetahui bagaimana  penerapan UL No5  Tabun 1997 techadap
nenvalahgunaan psikotropika.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti dan

menvusen dalam bentuk skopsi dengan judul ;

7 Madang Ekspress, " Ardikal Peredaran Pokotropiba DV Kore Podueg ™, Kamis 11 Mei 2008
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“PENERAPAN PASAL 50, ot DAN 62 DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1997 TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERT KLAS 1 A PADANG™.

B. Peromusan ¥asalah

Lintuk membatasi ruang hingkup penelitian o ada beberpa permasalahan yang
penulis ungkapkan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan vang dibabas tersebuot
antara lmn adalah :

1. Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana pstkotropika yang disidangkan di
Pengadilan Mepen Klas 1 A Padang?

2, Apakah fakior penyebab pelaku menyalahgunakan psikotropika?

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 39, 60 dan 62 dalam Undang-undang
Momor 5 Tahun 1997 bag pelaku penyalabpunaan  psikotropika di
Pengadilan Negeri Klas T A Padang?

4. Menpgapa terdapat perbedaan penerapan Undang-undang Nomor 3 tabun
1997 terhadap pelaku tindak pidana psikotropika?

C. Tujuan Penelitian

Dralam hal imi tujuan vang hendak dicapai audalah :

1. Untuk  mengetahul  bentuk-bentuk  tindak  pidana  psikotropika  vang
disulangkan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang.

2. Untuk  mengetahui  faktor  penvebab  pelaku  menvalabgunakan

paikotropika



BAR IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah ditarik kestmpulan sebagai beriku -

I

Lad

Bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika vang lebih banvak disidang di
Pengadilan MNegen Padang adalah pelaku sebapai pengguna, penpedar,
Dengan  kata  lain,  pasal-pasal  vang  cenderung  dilanggar  dalam
penyalahgunaan psikotropika adalah Pasal 539 ayat (1) hurefl a4 dan e,
diitkuti oleh Pasal 60 dan Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997.

Faktor yang mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan psikotropika
adalah karena adanya pola hidup konsumtil” masyarakat kota-kota besar
sepertl Padang, kurangnya informasi tentang habayva psikotropika, semakin
hanyaknya dibuka tempat hiburan malam vang berdampak kepada pergaulan
hebas.

Pelaksanaan ULV Mo.5 Tahun 1997 pada Penpadilan Negerd Klas I A padang
tefah  beqalan  sesuar aturan yang ada. Proses pemeriksaan perkam
penyalahgunsan psiketropika hingga putusan hakim telah sesuval dengan
prosedur hukum acara yang ada. Putusan bakimpun juga dinilai telah
memenuhi rasa keadilan terutama keadilan masvarakat. Pelaku dihukum
setimpal dengan perbuatannya. Hal ini telah terlibat dan tabel | dan tabel 2

pada bab hasil penelitian dan pembahasan,
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